BAB IV
ANALISISBATASUMUR ANAK DAN PEMENJARAAN ANAK DALAM
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK
A. Analisis Batas Umur Anak dalam Hukum Islam dan Umgdbaindang No. 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Dalam hukum Islam atau figh, batasan terhadap miminseorang
anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakak tetlanya dalil yang secara
gath’i baik dari al-Quran maupun Hadits yang meukkan tentang batasan
umur tersebut. Sehingga dalam menentukan batasantarsebut para Ulama
figh berbeda pendapat. Umumnya para ulama sepakaveb seorang anak
dapat dikatakan telah dewadsil{gh) ketika ia telah bermimpiltilam) bagi
laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Sddangnengenai batasan
umurnya para ulama’ berbeda pendapat:
1. Madzhab Hanafi
Madzhab Hanafi berpendapat bahwasannya seorantakakidak
dipandangbaligh sebelum ia mencapai umur usia 18 tahun. Kedewasaan
anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan damul Abbas adalah dari
usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembarsgakedadaraannya
adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kesieavanya dikurangi satu

tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa aaaln tahun.
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Meski ada juga dari beberapa pendapat sebagianngaizhab Hanafi
yang mengatakan bahwa batasan umur anak adalahd dalam kitab

al-Fighul Islami wa Adillautuhu disebutkan:

Al gﬁi Db il e AVl
“Habisnya batasan dalam hagnya sebagai seorang amsaurut
pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebaligharpada
umur limabelas tahun”
2. Madzhab Syafi’l dan Hambali
Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-tkn
perempuan akan dinyatakan sempurndg&éhannya ketika berusia 15
tahun, kecuali bagi laki-laki yang yang sudlatiam dan perempuan yang
sudah haid sebelum berusia 15 tahun maka keduanyatakan telah
baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayattari lbnu
Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi SAW pada perang Uhud
sedang Kketika itu ia berusia 14 tahun, kemudian i Nabak
memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setel@huse dirinya
mengajukan kembali pada hari perang Khandag yatigakeu ia telah
berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabukunperang

Khandacf

3. Jumhur Ulama’

! Wahbah al-ZuhailiAl-Figh al-Islami wa Adillatuhu,. h. 55
2 Muhammad Ali al-SabunRawai’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-@n,
terj. Saleh Mahfudz, Bandung: Al-Ma’arif, 1994dill, h. 369.
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Bahwasannya usidaligh bisa ditentukan berdasarknan hukum
kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelgadieya ihtilam dan
hal itu sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan ite&m, maka umur 15
tahun itulah ditentukan usi@aligh yang dipandang usiaaklif (usia
pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literature bahasa yang lain disabbyuga anak
dengan istilalmumayyizaitu anak yang telah mengeti maksud dari kata-kata
yang diucapkannya. Biasanya usia anak yang telagatemaksud dari kata-
kata yang diucapkannya atau dalam kecakapan bahb&iasanya usia anak
itu genap tujuh tahun sehingga bila kurang damhujahun maka belum
dikatakanmumayyizHukum anakmumayyiztu tetap berlaku sampai anak itu
dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuktddipalanakan dan
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannyabdiayh, dalam hal ini laki-
laki berusia 12 tahun sedang perempuan berusiau.tdNamun jika dalam
umur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasada ditunggu hingga
berumur 15 sampai 18 tahun.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam di Indongsagertian
anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak X®alPasal 98) adalah
seseorang yang berumur mencapai umur 21 tahumuidaunyinya sebagai

berikut:

79



“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atawedsa adalah 21
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisdupun mental
atau belum pernah melangsungkan pernikah&n”.

Jika kompilasi hukum Islam tersebut dianggap sebaghlh satu
penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan diberikannya itu
dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut aiigeg

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia d&aitannya
dengan keahlian melaksanakan suatu tugas atau pab@®n terbagi dalam
tiga kedaan yaitu:

a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksam atau
kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku padaksar@ak yang masih
kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapapun

b. Menusia terkadang tidak sempurna dalam keahliamksahakan tugas,
hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencagia mmumayyizatau
masa sebelum menginjak us@ligh.

c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksangas, hal itu
terjadi pada orang yang telah mencapai usia dedesderakal. Jadi usia

tersebut disebut dengaahliyat al-ada’ yang sempurna dan dapat

dinyatakan telah dewasa dan berdkal.

% Departemen AgamaKompilasi Hukum Islam di Indonesiajakarta: Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemam&g2001, h. 50.
* Abd al-Wahab Khalafjmu Ushul Figh terj. Masdar Helmy,,,. Hal. 137
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Pada tingkatan pertama, para ulama’ sepakat ballaét adanya
kemampuan menggunakan akal pikiran manusia itu ddardari kelahirannya
dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Sedangkagkdtan kedua yang
menunjukkan adanya kemampuan untuk menggunakanpad&nnya akan
tetapi masih belum sempurna, bermula dari usiahté@hun dan berakhir
sampaibaligh. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampu
untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempiunaimulai dari
baligh-nya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapdtuy ulama’)
atau setelah 18 tahun (pendapat Abu Hanifah danyiMiasMalikiyyah).
Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yamak pernah
bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatak@&uedsa kecuali bila telah
sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayay#aig termasyhur dari
Abu Hanifah adalah 19 tahun. Dari penjelasan di tgdihat bahwa keduanya
lebih cenderung memilih usia anak dari péd#éam itu sendiri®

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tal®7 tentang
Peradilan Anak dalam Bab | Pasal 4, disebutkan balang dimaksud
dengan anak nakal adalah orang dalam perkara afetk encapai usia 8
tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan bpkmmah kawin. Dalam
undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa hukundmadap anak terbagi

menjadi tiga kriteria, yakni: usia anak dari 0 sam® tahun adalah tidak

® Sayyid SabigFigh Sunnatierj. A. Ali, Semarang: Toha Putera, tt, Jilid. 11, h. 410
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dikenakan hukuman atau dikembalikan kepada oraagyty usia 8 sampai 12
tahun anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan: nasehat, teguran
ataupun dimasukkan ke dalam panti sosial, sedang&@nantara 12 tahun
sampai 18 tahun anak baru dapat dikenakan hukureampd fisik ataupn
pemenjaraan, meskipun hanya sebagai upaya teraMal. ini berarti
penerapan dan penjatuhan pemenjaraan terhadap aedila terbukti
melakukan tindak pidana atau melanggar hukum déjaédukan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalanganpatkologi yang
mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan mageessif yang
biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau ugizh ttahun sampai
duapuluh tahun. Meski terkadang batasan dari aiffak-anak tersebut tidak
dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaerat dengan sifat
pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang détahjakan sehingga
istilah anak akan terlepas dengan perkembangan kéamatangan jiwa
seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedaeaaderjadi lebih lambat
dari biasanya terjadi.

Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umak aeperti yang
disebutkan dalam Undang-Undang tentang Peradilak Afarena usia anak-

anak tersebut besar kemungkinannya sangat dipdngatah keadaan-

® Samoel Soeito@sikologi Perkembangadakarta: Cahaya Tunggal, 1973, h. 51
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keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya ydagat membentuk

kepribadian seseorang.

Dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bdiyerag dapat
diajukan ke pengadilan anak sekurang-kurangnya ineru8 tahun tetapi
belum berusia 18 tahunApabila anak melakukan tindak pidana dalam usia
tersebut dan baru diadili setelah melampaui basés tersebut tetapi belum
berusia 21 tahun, maka tetap diajukan ke sidank; ana

Adapun anak yang belum berusia 8 tahun, akan tesapiah
melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan lahd&ngkah sebagai
berikut:

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidiknasih dapat dibina
oleh orang tuanya maka anak tersebut dikembalikpada orang tuanya,
walinya, atau orang tua asuhnya.

2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidikk aersebut tidak
dapat dibina oleh orang tuanya, maka ia diseralkeggada departemen
sosial setelah mendengar pertimbangan dari pemingmb
kemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpuldmiaadalam hukum
Islam pada dasarnya tidak ada dalil dari al-Quranpun Hadits yang secara
ghat'l menegaskan tentang batasan umur bagi seorang BEaakun para

jumhur ulama’ sepaka bahwa batas usia anak adalédhiin, sementara Abu
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Hanifah dan Masyhur Malikiyyah berusia 18 tahun.nDgang perlu
diperhatikan di sini bahwa dalam hukum Islam, segranak yang belum
mencapai usidaligh yaitu 15 ataupun 18 tahun tidak dapat dikenakatakn
pidana secara jinayah, misalnya dalam kasus pemcurereka tidak dikenai
hukum had, dan tidakdigishasapabila membunuh ataupun melukai. Akan
tetapi dapat dimintai pertanggungjawabannya setadakan kedisiplinan
dan dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan attaan. Sehingga tidak
bisa dikenai hukumama’'zir kecuali yang bersifat tindakan untuk melatih
kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

Sementara dalam Undang-Undang No 3 Tahun 199/tRtaradilan
Anak dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan damapuhan pidana
terhadap anak apabila terbukti melakukan tindakarmmad atau melanggar
hukum dapat dilakukan. Dan dibagi ke dalam tigaedati: usia anak dari O
sampai 8 tahun adalah tidak dikenakan hukuman ditembalikan kepada
orang tuanya, usia 8 sampai 12 tahun anak hangaakian hukuman berupa
tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkadalam panti sosial,
sedangkan usia antara 12 tahun sampai 18 tahunbamnakdapat dikenakan
hukuman berupa fisik ataupn pemenjaraan, meski@nyeh sebagai upaya
terakhir.

Dan perlu diperhatikan juga di sini bahwa seoramkdagaimanapun

juga belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatdakt pidananya,
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karena untuk adanya kemampuan bertanggung jawaboraeg harus

memiliki:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuaten baik dan
yang buruk; sesuai hukum dan yang melawan hukum.

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurusyledam tentang
baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akitélektual factoy yaitu dapat
membeda-bedakan antara perbuatan yang diperboleti&anyang tidak
diperbolehkan. Yang kedua adalah faktor perasaan keghendakvplitional
factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengainskafan atas
mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

. Analisis Pidana Penjara Anak dalam Hukum Islamldadang-Undang No. 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukdaktipidana
memang sudah seharusnya dibedakan dengan santlak tpidana yang
dilakukan terhadap orang dewasa. Hal ini mengikgatisi anak yang jauh
lebih rentan (masih labil) dibandingkan dengan ksinretang dewasa.

Dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa ketentadanya

pidana ditunjukkan terhadap orang yang telah dibmekawajiban hukum

" Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidanigkarta: Bina Aksara, 1985, h. 165
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(mukalla), dan bukan orang yang belum mengerti dan pahan akkum
(anak-anak).

Adapun hukumarad (siksaan fisik atau mental) dalam hukum Islam
tidak akan dikenakan kepada seorang anak, olehn&akejahatan yang
dilakukannya. Hal ini dikarenakan tidak ada bebamggung jawab hukum
atas seorang anak pada usia berapapun sampaimtapaeusia puber, hakim
hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya ataetapkan beberapa
pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikichan
menghendakinya dari membuat kesalahan di masaafargdatan§.

Pemidanaan, khususnya pemenjaraan yang dilakukbadggp anak
yang melakukan tindak pidana, tidak dijelaskan ateash (al-Quran dan
Hadits). Maka dari itu, dalam syari’at Islam tidatta batasan-batasan tentang
saksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelsksanya kepada
seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah or@n&tapkan hukuman
untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fighysang mengatakan
bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dasi &aklisiplinan atau
ta’dib. Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukumaruk anak-
anak yang sesuai dengan tempat dan zaman di mabaraala. Seperti

hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yandkoiala tindak pidana

8 AbdurrahmanTindak Pidana dalam Syariat Islatarj. Sulaiman Rasjid, Jakarta:
Rineka Cipta, 1992, h. 16.
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ke dalam lembaga-lembaga permasyarakatan ataudgardi dan lain-lain
yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplirdteak-anak.

Sementara itu, Jumhur fugaha menetapkan bahwa lapsdwrang
anak melakukan tindak pidana maka harus dikenakgdt dari hartanya.
Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkanh@ata mereka. Imam al-
Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecilatang gila jika berbuat
tindak pidana memang dikenakan kewajiban membaglatzbaik zakamal
maupun zakafitrah, nafkah diri mereka dan ganti rugihammar akibat
perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkea beang lain. Untuk
itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetdq@wajiban tersebut tidak
berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi barkalengan harta. Oleh
karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak bagankan kewajiban
zakat pada mereka; mengambilkan nafkah untuk déreka dang anti rugi
yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah wateka masing-masing.
Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari hanereka’

Adapun yang terpenting di sini adalah bahwa tujdgatuhkannya
hukuman bagi anak dalam hukum Islam adalah:
a) Sebagai proses pembelajaran bagi anak

b) Sebagai proses pendisiplinan terhadap anak

° Rachmat Syafi’lJlmu Ushul Figih,., hal. 338

87



c) Sebagai proses pengenalan terhadap sesuatu yargjibkam atau
dibebankantékilif).

Dengan adanya hukuman berupa pengambilan rdigtat)(dari harta
orang tuanya diharapkan orang tua anak yang terpitiersebut dapat lebih
berhati-hati dan serius dalam menjaga dan menditiknya. Kemudian juga
dengan adanya hukuman berupa teguran dan hukumsifabeendisiplinan
ditujukan agar seorang anak yang telah melakuldak tpidana tidak akan
mengulangi perbuatannya tersebut dan terhindar ldd«auman yang dapat
merugikan anak pada masa pertumbuhan tersebut.

Sementara itu dalam Undang-Undang No 3 Tahun 198Ttahg
Peradilan Anak, pidana penjara adalah merupakanaighokok yang akan
dijatuhkan kepada terpidana anak Berikut Pasal &8nd Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997:

1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakéh jpidana pokok dan
pidana tambahan.
2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak INalkén :
a. pidana penjara;
b. pidana kurungan;
c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.
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3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam@ytdrhadap Anak
Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, bgrapampasan barang-
barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayguatn rugi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalaregh@5 dan 26 yang
berbunyi:

1). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud d&asal 1 angka 2
huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dinthklalam Pasal
23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pésal 2

2). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud daksal 1 angka 2 huruf
b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dima#talaan Pasal 24.

Pasal 26

1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadgk Atakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling [af2gsatu per dua)
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orangstew

2). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalasaPl angka 2 huruf
a, melakukan tindak pidana yang diancam dengamaidwti atau pidana
penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dgpauhkan kepada

anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
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3).

4).

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud d&asal 1 angka 2 huruf
a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun metektikdak pidana
yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumdup, maka
terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkendakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) buruf

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud d&asal 1 angka 2 huruf
a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun medektikdak pidana
yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancalana penjara seumur
hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatutdadah satu tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpudahwa seorang

anak dapat dijatuhkan pidana penjara apabila & tberusia 12 sampai 18

tahun dengan pidana penjara setengah dari ketepidana orang dewasa.

Sedangkan seorang anak yang melakukan tindak puamdelum berumur

12 tahun maka ia dikenai tindakan yang dijelasétatam Pasal 24 yang

berbunyi:

1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakahia

a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau oraangguh;
b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidp@mbinaan,

dan latihan kerja; atau
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c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Oagan&osial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidg@mbinaan, dan
latihan kerja.

2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ddipattai dengan
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan olkimta

Dari penjelasan di atas, dapat di ambil kesimpulahwa dalam
hukum Islam seorang anak tidak dapat dikenai pigiaagah sampai ia telah
mencapai usia 18 tahun dan hukuman yang dijatulkiah berupa zakat
harta ¢liyat) dan teguran dan hukuman yang bersifat pendisipli®edangkan
dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang paradinak pidana
penjara merupakan pidana pokok yang dapat dijatutMegpada terpidana
anak yang telah berusia 12 tahun sampai 18 tahongadepidana penjara
setengah dari pidana penjara orang dewasa. Makaitdabanyak dari
kalangan aktifis anak yang menginginkan perevisearang pidana penjara
yang sering dijatuhkan kepada terpidana anak.

Menurut ketua Komisi Perlindungan anak Hadi Soeparggan tegas
menolak seluruh bentuk pemidanaan. Menurutnya, pamiesipnya pelaku
kenakalan anak adalah korban. Mereka korban daidakenampuan orang
tua dalam merawat dan membiayai, maupun ketidakmampegara dalam
membentuk kebijakan yang menjawab kebutuhan damgsadahan anak.

Hadi merasa menangani anak cukup dengan pendigiksa. Pendidikan
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paksa bertujuan untuk mndidik anak agar menjadi. béang bekerja di sana
bukan sipir, melainkan pekerja sosial, dilengkapnghn guru, psikolog,
tokoh agama, dan sebagainya. Pendidikan paksdifladadilakukan di dalam

lembaga pemasyarakatan. “Penjara, apapun namanggrgeitu tetap

penjara,” tukas Hadi. Sehingga, akan timbul stigmdhadap anak yang
pernah dipenjara sebagai mantan narapidana. “Reajsak adalah sekolah
kejahatan dengan biaya APBN,” ujar HaYi.

Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi ManusiarkHstuti
Harkrisnowo, menilai ada banyak celah hukum daldhNé. 3 Tahun 1997.
Antara lain tidak memberikan ruang terhadap kemunagkdiversi, dan sifat
hukuman perampasan sebagiémum remediunyang belum tercantum.

Poin terakhir penting dimasukkan karena, menurutrkiiuti,
mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, nauyang dibawa ke
sistim peradilan pidana, tetap dihukum dengan measnkemerdekaannya.
Padahal kalau anak-anak berada di dalam penjakahdla mereka yang
dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak y#dgk terpenuhi.
Apalagi, karena keterbatasan jumlah rumah taharaam lapas, anak-anak
sering digabung dengan tahanan dewasa.

Maka dari itu, menurut Harkristuti perlu adanyargwésian UU

Pengadilan Anak yang akan memuat klausula yang onend anak-anak

10 www.hukumonline.com, yang diposting pada Jumatyaget 2010
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tidak perlu menjalani proses pidana. Dan mengamawadigmarestorative
justice Diversi menghindarkan anak dari proses formalagiéan pidana.
Melalui model diversi ini, aparat penegak hukumuknsemua tingkatan
proses wajib mengedepankan penyelesaian di luadiem pidana. Tetapi,
diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengama mendamaikan

kedua belah pihak: korban dan pelaku.
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